
 

 

 
 

BUPATI REMBANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

RANCANGAN 

PERATURAN BUPATI REMBANG 
 

NOMOR … TAHUN 2025 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2020 

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR 
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI REMBANG, 

 

Menimbang   : a. bahwa sehubungan dengan belum ada persetujuan Menteri 
Dalam Negeri terkait pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara, pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai belum dapat dilaksanakan; 

 
b.  bahwa dalam rangka menunggu persetujuan Menteri Dalam 

Negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

mengubah Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Kelim atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang; 
 

c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Keenam atas 
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Djawa Tengah; 

 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 



 

 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

 

4. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2023  tentang  Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023  Nomor  141, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6897); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6477); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6264); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 
 

8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 
tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan 

Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 24); 

 
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 

tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan 
Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 



 

 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); 

 
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang 

(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 64) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 96 Tahun 2024 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 
64 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang 

Tahun 2024 Nomor 97); 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR 

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
REMBANG. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 
Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 
Nomor 64) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan 

Bupati Rembang:  
a. Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7);  

b. Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang 
(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 Nomor 1);  

c. Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 

Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang 
(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 3); 

d. Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang 
(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 1); 

e. Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur 



 

 

Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang 

(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 97); 
diubah sebagai berikut: 

 
1. Di antara Pasal 24A dan Pasal 25 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 24B 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 24B 
 

(1) TPP diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan 
Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 1) 
sampai dengan terbit persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait 
pemberian TPP berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 96 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati 
Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2024 Nomor 97). 
 

(2) Dalam hal kekurangan bayar pemberian TPP akan dibayarkan 

setelah persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait pemberian 
Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati 

Rembang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah 
Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 97). 

 
Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 

 
Ditetapkan di  Rembang  

pada tanggal  
 

BUPATI REMBANG, 
 

 

 
…. 

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 

 
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG, 

 
 

 
FAHRUDIN 



 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR …. 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

Di antara Pasal 24A dan Pasal 25 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 24B 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 24B 
 

(3) TPP diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 1) 
sampai dengan terbit persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait 

pemberian TPP berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 96 
Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati 

Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten 

Rembang Tahun 2024 Nomor 97). 
. 

(4) Dalam hal kekurangan bayar pemberian TPP akan dibayarkan 
setelah persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Bupati 
Rembang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas 
Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2024 Nomor 97). 
 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 
 

Ditetapkan di  Rembang  
pada tanggal  

 

BUPATI REMBANG, 
 

 
 

…. 
Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 

 
SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN REMBANG, 
 

 
 
FAHRUDIN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR …. 

 


